
SELAT MALAKA - KAWASAN ANTARWILAYAH - RENCANA ZONASI  

2023 

PERPRES NO. 30, LN 2023 /NO. 75 THN 2023 , 76 HLM. 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MALAKA 

ABSTRAK : - Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana 
zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) 
Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2014 ten tang Kelau tan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 48 Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 ten tang Rencana Tata Ruang Laut, perlu 
menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan 
Antarwilayah Selat Malaka. 

 
  - Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1); UU 

No. 32 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 2019. 
 
  - Dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai Rencana Zonasi Kawasan 

Antarwilayah Selat Malaka yang meliputi batas rencana zonasi Kawasan 
Antarwilayah Selat Malaka. Cakupan wilayah pengaturan rencana  zonasi 
Kawasan Antarwilayah Selat Malaka meliputi wilayah perairan dan wilayah 
yurisdiksi di Selat Malaka. Wilayah perairan tersebut meliputi perairan 
pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial. Rencana zonasi Kawasan 
Antarwilayah Selat Malaka berperan sebagai alat operasionalisasi dari 
rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi 
program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Selat Malaka. Rencana 
zonasi wilayah perairan memuat: 1) tujuan, kebijakan, dan strategi 
perencanaan zonasi di wilayah perairan; 2) rencana struktur Ruang Laut di 
wilayah perairan; 3) rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan ; 4) 
Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional; 5) alur 
migrasi biota laut di wilayah perairan; dan 6) Peraturan Pemanfaatan Ruang 
di wilayah perairan. 

 
CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juni 2023. 

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku maka ketentuan mengenai 
rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 
rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang 
bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat 
dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai 
berlaku atau pada saat peninjauan kembali dan ketentuan rencana zonasi 
KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata 
ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi tetap berlaku sepanjang 
belum disesuaikan. 

- Lampiran: 2 berkas 
 
  


